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To - AR Powic -
. . X
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA o Mo S1gas
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (o theots) ,

SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NCMOR : P-10/BC/2007
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN
ATAS SEFPEDA MOTOR DAN KAPAL PESIAR TERMASUK YACHT YANG FADA
SAAT PEMASUKANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA

Menimbang

Mengingat

Menatapkan

BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

: 8. bahwa dalasn rangka penegakan hukum dan memberikan rasa keadilan

bagi masyarakat luas, skan dilaksgnakan penindakan socara tegas sesuai
ketentuan yang berlaku terhadap barang dengan karakteristik yang
mempunyai nilai ekenomi tinggi berupa sepeda motor dengan kapasitas
silinder di atas 250ce dan Kapal Pesiar termasuk Yacht yang pada saat
pemasukannya ke dalam Daerah Pabean Indonesia belum diselesaikan
kewajiban pabeannya;

b. babwa upaya peonirdaken tersebut dimulal dengan pendekatan fiskal
dengan memberi kesempatan kepada para pemilik barang sebagaimana
dimaksud hund a untuk menyelesalkan kewsjiban pabean dengan cara
melunss! Bea Masuk dan Pajak dalam rengka impor;

¢c. bahwa berdasadaan persstujuan Presiden Republik Indonesia, Menteri
Keuangan menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai
untuk menyiapkan pehinjuk pelaksansan dalam rangka penyslesalan
kewajiban pabean dengan pendekatan fiskal dalam jangka waktu terbatas;

d. bahwa berdasarkan perfimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
b, dan ¢, perlu menolapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukal
tentang Petunjuk Pelsksanaan Penyelesaian Kewgjiban Pabean Alas
Sepeda Molor dan Kapal Pegiar termasuk Yacht Yang Pada Sast
Pemasukannya Ke Dalam Dserah Pabean indonesia Belum Diselesaikan
Kewajiban Pabearnya,

¢ 1. Undang-undang Nomvor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran

Negara Repubiik indonesia Tahun 1885 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebmgaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lsmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4661);

2. Keputusan Menteni Keuangan Nomor 101/KMK.051997 tentang
Pembaritshuan Pabean;

3. Keputusan Mented Kouangan Nomor J463KMK.04/2002 tentang
Tatalaksana Kepabeanan di Bidang !mpor sebagaimans telah beberapa
kali disbah terakhir dengan Kepulusan Mented Keuangan Nomor
112/KMIC03/2003; '

4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-167/MIK.04/2007 tanggal 19 April 2007
porihal  Pelakssnaon  Penyelesaian  Kewsjiban Pabean dengan
Pendokatan Fiskal Atas Barang Berupa Kapal Pesiar termasuk Yacht, -
Molor Besar, Jam Tangan Mewah, Porhiasan dan Barang-barang
Bennerek Terkenal Lainnya Yang Pada Sasf Pemasukannya Ke Dalam
Daerah Pabean indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya,

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENVELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS
SEPEDA MOTOR DAN KAPAL PESIAR TERMASUK YACHT YANG PADA
SAAT PEMASUKANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN INDGNESIA
BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA.
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Pasal 1

(1) Terhadap Sepada Motor dengen kapasitas silinder melebihi 250cc dan
Kapal Pesiar temasuk Yacht yang pada seal pemasukannya ke dalam
Daerah Pabean Indonesia belum diselesaikan kewajiban pabeannya,
wajib diselasaikan kewajiban pabeannya.

(2} Penyeciasaian kewajiban pabean sebagaimana dimakeud pada ayat (1)
dilakukan dengan malunasi bea masuk dan pajak dalam rengka impor.

Pasal 2

(1) Pemilik Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi 250cc dan
Kapal Pesiar lemasuk Yachl atau kuasanys mengajukan perrmohonan
penyelesaian kewajiban pabean kepada Direktur Jenderal Bea dan
Cukal u.p. Direktur Teknis Kepabeanan sesuai contoh sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran | Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
ini dengan mendapatkan tanda terima.

(2) Poanchonan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) untuk Sepada Motor
dengan kapasitas sfinder melebihi 250cc dilampiri:
folokopi identitas pemilik (KTP);

b. folokopi NPWP,
c. Berta Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3;

d. sumal pefnyataan kepemilkan sesuai dengan contoh yang
ditstapkan dalam Lampiran ll-a Peraluren Direktur Jenderal Bes
dan Cuksi ini; dan

¢. surst kuasa, apabila pengurusannya dikuasakan kepada plhak lain.

(3} Permoboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kapal Pesiar
temasuk Yacht dilampiri:

a. identilas pemilik kapal (KTP / Pasper),

b, fotokopt NPWP;

¢. idenilins kspal antara lain nama kepal, builder certificate, dan bill of
sals yang teleh dilegalizasi oleh nolans;

d. perizinan yang telah diperoleh dari intanss terkait sepert sural izin
bardayar dan Dirgktorat Jendsral Perhubungan Laut;

o. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 3;

f. sural pemyataan kepemilikan sesual dengan contoh yang
ditolapkan datam Lampiran b Peraturan Dirsklur Jenderal Bea
dap Cukai ini; dan

g. surat kuzsa, apabia pengurusannya dikuasakan kepada pihak lain.

Pasal 3

(1) Seobolum mengajukan permohonan penyelesaian  sebagaimana
dimakzud dalem Pasal 2 ayat (1), pemifik Sepeda Molor dengan
kapuytas silinder melebibi 250cc dan Kapal Pesiar temasuk Yacht atau
: ) kuasanya mengajukan permohonan pemeriksaan fisik barang kepada: ‘
[ a. Diektur Teknis Kepabeanan; atau :
‘ b. Kepaks Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang terdokat dengan
' lokosi barang.

{2) Hasil pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada syal (1)
dituzogkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saesusi contoh yang
ditetapkaa dalam Lampiran Hl Peraturan Direkhuir Jenderal Bea dan
Cukai inu.
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Pasal 4

(1) Permohonan sebagaimena dimaksud dalam Pasal 2 ayal (1) diproses
sepanjang telgh diterima pada tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 31
Desember 2007.

{2) Terhadap Sepeda Molor dengan kapasitas siinder melebihi 250cc dan
Kapal Pesiar temasuk Yacht yang tdak digjukan permohonan
sabagsimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dangan tanggal
31 Daesember 2007 dilakukan penindakan sesuai peraturan perundeng-
undangan yang berlaku.

Pagal §

(1) Atas permohonan sebagaimana dimeksud dalam Pasal 2 ayat (1)
diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang
pemberian zin penyelesaian kewajiban pabesn yang dilandatangani
oleh Direktur Teknis Kepabeanan alas nama Direkiur Jenderal Bea dan
Cukai zesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lamp«ran v
Paraturon Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini,

(2) DCalam Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan Kasikasi, pembebanan impor, dan nilai pabean sena
besarnya bea masuk dan pajak dalam rangka Impor yang wejio dilunasi.

(3) Pensctapan nilai pabean dilalkan dengsn menggunakan database
harga pada Direklorat Jenderal Bea dan Cukai, nilai jual kendaraan
bermator yang ditetapkan dalam Keputusan Mentari Dalam Negedi, atau
data harga tainnya yang dapat dipertanggungiswabkan.

(4) Klasifikasi dan pembebanan Impor diletapkan berdasarkan Buky Taerif
Bes Masuk Indonesia yang berlaku pada saat penetapan.

Pasal 6

Pemilik atau kuasanya mengajukan Pemberitahuan impor Barang (PIB)
socara manugl dicertai bukli pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka
impor ke Kanfor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) yang ditunjuk, yailu:

a. untuk Sepeda Moior dengan kapasitas silinder melebihi 250cc ke KPBC
Medan, KPBC Batam, KPBC Pekan Bamu, KPBC Jakarta, KPBC
Bandung, KPBC Tanjung Emas, KPBC Tanjung Perak, KPBC Ngurah
Rai, KPBC Balikpapan, atau KPBC Makassar; dan

b. untuk Kapal Pesiar termasuk Yacht ke KPBC Belawan, KPBC Batam,
KPBC Tanjung Priok |, KPBC Tanjung Emas, KPBC Tanjung Perak,
KPBC Bunoa, KPBC Balikpapan, KPBC Bitung, atav KPBC Makassar.

Pasal 7

(1) Pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangks impor dilakukan melalui
benk deviza persepsi/pos persepsi.

(2) Pelunasan sgbagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan paling lame
60 (enam puluh) har terhitung sejak tanggal Kepulusan Direktur
Janderal Bea dun Cukal sabagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(3) Apabila sampai dengan jangka wekiu yang telab ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bea masuk dan pajak dalam
 rangka impor yeng terutang belum dilunasi, dikenakan bunga sebesar
2% (dua persen) dasri bea masuk dan pajak dalam rangka impor sefiap
bulan, bagisn bulan dihtung satu bulsn, dengen pelunasan paling
lambat pada tanggal 30 April 2008.
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(4) Terhadap Sepeda Motor dengan kapasitas sifinder melebihi
:(ap:f Pesior temasuk ‘(acht yang lelah diterbitkan Kam;azns%‘ircega‘:
an er?l Bes Qan Cukai sebagaimana dimaksud datam Pagal 5 ayat (1)
yang %idak dilunasi sampai dengan ianggal 30 April 2008, maka
din;pmlakan 'D:rekw Jeaderal Bea d_an Cukai yang bersangkuton
ya fxdak bgdaku dan penyalesaian lebil lanjut dilakukan dengan
penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang beriaku,

Pasal 8

(1} Terhadap Sepeda Motor dengan kepasitas silinder melebi
; ¢ C ihl 250ct yan
telah diseclesaikan kewajiban pabeannya. diterbitkan Formulir A yo!eg
Kepata KPBEC tempat pengajuan PIB atau pejabet yang ditunjuknya.

(%) Pendistribusian Formulir A dilakukan
be ' berdasarkan ketentuan yang

Pasal B

Tatacarm penyelesaian kewdjiban pabean atas Sepeda Motor d
2 i K an
kspasxtgs 3dmd_ef melebihi 250cc dan Kapal Pesiar temasuk Yacht :d?‘ah
:hag:;n:a;? ditetapkan dalam Larpiran V Peraturan Direktur Jendersi Bes
n ai i,

Pasal 10
Terhadsp Sepeda Molor dengan kapasitas silinder melebihi 250cc yang
merupakan hasd rekidan dar beberapa spare part produsen yang berbeda

(modifikasifcustornizo) bacs mendapatian rekomendasi dad Departemen
Perindustrian temang ideniifikasi sepeda motor yang bersaagkutan.

Pasal 11

(1) Kepala KPBC tempal penyelesaian kewgjiban pabesn melaparkan

realisesi penyelesalan kewajiban pabean kepada Direklur Teknis -

Kepabeanan sotiap bukan.

(2) Direkhr Teknis Kepabeanan melaporkan realisasi penyslesaian
kewgjiban pabsean kepada Direktur Jenderal. ‘

Pasal 12

Peraturan Diektur Jenderal Bea dan Cukgi ini mulai beslaku sejak tanggal 1
Juni 2007 sampsai dengan 30 April 2008.

Ditetapkan di Jakaria

SALINAN gesuai dengan aslinya pada tanggal 11 Mei 2007
Sekretaris Direktorat Jenders!
ub. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Kepala Bagisn Organigasi
dan Talslaksana tid.
ANWAR SUPRUJADL
NIP 120050332
Nofrial
NIP 060040274



